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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/MS.Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah  Syar'iyah  Jantho  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

  xxx,  tempat dan tanggal  lahir  Desa Seulatan,  11 Desember 1987, agama

Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

tempat kediaman di Gampong Bada, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten

Aceh Besar, sebagai  Pemohon;   

Melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Lambirah, 22 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

tempat kediaman di Gampong Bada, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten

Aceh Besar sebagai  Termohon; 

Mahkamah Syar'iyah tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Januari 2024

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Mahkamah  Syar'iyah  Jantho,  dengan  Nomor

7/Pdt.G/2024/MS.Jth pada tanggal   03 Januari 2024,  dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa   pada   tanggal   05  November  2012,   Pemohon   dan 

 Termohon   telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur,
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Kabupaten  Aceh  Besar,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : 98/13/XI/2012, tertanggal 12 November 2012; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  bersama 

di  rumah  orang  tua  Termohon  selama  kurang  lebih  1  tahun  kemudian

terakhir tinggal bersama di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya dan sudah

di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx;  

3. Bahwa  sejak  tahun  2012  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Bahwa  sejak  tahun  2012  hubungan  antara  Pemohon  dan  Termohon

mulai  tidak   harmonis,   sering   terjadi   perselisihan   dan   pertengkaran

 yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara pemohon dan

Termohon karena sering terjadi kesalahpahaman; 

o Bahwa   puncak   perselisihan   dan   pertengkaran   terjadi   pada   tahun

 2023  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama

kurang lebih 1 tahun; 

o Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  akan  tetapi

tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Termohon  sudah  tidak  mempunyai  I’tikad  baik  lagi  untuk  menjalankan

kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun 1975, dan untuk itu  Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Jantho  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini; 

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini; 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

Primer
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1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap  Termohon  (xxx)  di  depan  sidang  Mahkamah  Syar'iyah  Jantho

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

 Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan  yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai

dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil  pemohonannya untuk

bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  pemohonan

Pemohon yang maksud dan  tujuannya ditambah oleh Pemohon tentang awal

terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013 karena Termohon

cemburu  kepada  Pemohon,  Termohon  juga  tidak  mau  mendengar  nasehat

Pemohon dan Termohon selalu meributkan hal-hal sepele dan sehingga sering

marah-marah  kepada  Pemohon,  dan  Pemohon  tetap  mempertahankan

permohonannya untuk selain dan selebihnya;
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Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  pemohonannya, Pemohon  telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat

- Fotokopi    Kartu  Tanda  Penduduk  atas  Nama  xx  Nomor

1107031112870002 Tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  98/13/XI/2012  Tanggal  12

November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Suka Makmur Kabupaten

Aceh  Besar  Provinsi  Aceh,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai

cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

- Fotokopi  Kartu Keluarga Nomor 1106061312120013 tangaal  02

Juli  2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

telah  dinazegelen  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi

1.  xxx,  tempat  dan  tanggal  lahir,  12  November  1984,  agama  Islam,

pendidikan  S1,  pekerjaan  Pedagang,  tempat  kediaman  di  Gampong

Pineung,  Kecamatan  Syiah  Kuala,  Banda  Aceh, di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa    saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah

adik kandung saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;  

- Bahwa  pernikahan  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;  

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan
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- Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  antara  Pemohon  dan

Termohon disebabkan karena faktor ekonomi;  

- Bahwa  saksi  tidak  melihat  langsung,  namum  Pemohon  sering

cerita  perselisihan  yang  terjadi  antara  Pemohon  dan  Termohon  yang

sudah sering terjadi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, serta Pemohon juga

pernah  meminjam  uang  kepada  saksi  untuk  keperluan  biaya  masuk

sekolah anaknya;  

- Bahwa  selain  masalah  ekonomi,  penyebab  terjadi  perselisihan

antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena sikap Termohon

yang sering marah dan tidak mau mendengar saat Pemohon menasehati

agar Termohon pulang kuliah langsung pulang ke rumah, serta Termohon

tidak mau lagi mengurus kebutuhan suami seperti tidak mau masak dan

melayani suami di tempat tidur;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi

sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa  tidak  ada  keterangan  lain  lagi  yang  saksi  sampaikan,

sudah cukup;

2. xxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bada,  30  April  1995,  agama  Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Bada,

Kecamatan  Ingin  Jaya,  Kabupaten  Aceh  Besar, di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

tetangga Pemohon dan juga saksi merupakan teman Pemohon;

- Bahwa  pernikahan  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan;

- Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  antara  Pemohon  dan

Termohon  disebabkan  karena  sikap  Termohon  yang  sering  tidak

mendengar nasehat Pemohon;  
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- Bahwa  penyebab  lain  adalah  karena  Termohon  tidak  mau  lagi

mengurus  kebutuhan  suami  seperti  tidak  mau  masak  dan  melayani

suami di tempat tidur;  

- Bahwa  saksi  tidak  melihat  langsung,  namum  sebagai  seorang

teman, Pemohon sering cerita perselisihan yang terjadi antara Pemohon

dan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi

sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa  tidak  ada  keterangan  lain  lagi  yang  saksi  sampaikan,

sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat gugatannya

bahwa  Pemohon  dan  Termohon  beragama  Islam  dan  telah  melakukan

perkawinan  secara  islami,  maka  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Pasal  49 ayat  (1)  Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang

Nomor 50 Tahun 2009); 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,

Termohon berdomisili  di  wilayah  hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho Aceh

Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal  66

ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah

Syar’iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
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Perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa  Termohon yang dipanggil secara  resmi dan  patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  Gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  para  pihak  tidak  menempuh

prosedur  mediasi  sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor  1  Tahun

2016  karena  salah  satu  pihak  (Termohon)  tidak  hadir  sehingga  tidak  dapat

dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang,  bahwa  Termohon  meskipun  dipanggil  secara  resmi  dan

patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa

tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara  verstek  sebagaimana ketentuan Pasal  Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg dan

keterangan dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405 sbb :

Artinya  :   “Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon

dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  pada  pokoknya

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, dan untuk

membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan

alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu

Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Keluarga,  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok
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dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh

Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho, sehingga

bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  meteriil,  serta  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah, merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon

telah  terikat  dalam perkawinan  yang sah,  maka Pemohon sebagai  persona

standi in judicio memiliki  legal standing  sehingga Pemohon dapat dinyatakan

sebagai  pihak yang mempunyai  hak dan berkepentingan dalam perkara  ini,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  meteriil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa  2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan

sudah  bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai kondisi

rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar

sendiri dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta

keterangan saksi Pemohon saling bersesuai antara satu dengan yang lain, oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  Pemohon  dan  bukti-bukti  yang

diajukan  di  persidangan,  maka  Hakim  telah  menemukan  fakta  yang  pada

pokoknya  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah  yang

menikah pada tanggal  05 November 2012 di hadapan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, rumah tangga Pemohon dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  sejak tahun 2013

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  karena   tidak  adanya  lagi

kecocokan  antara  pemohon  dan  Termohon  karena  sering  terjadi

kesalahpahaman dan  Termohon cemburu  kepada  Pemohon,  Termohon juga

tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon selalu meributkan hal-
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hal sepele dan sehingga sering marah-marah kepada Pemohon,, Pemohon dan

Termohon telah  pernah diupayakan damai  oleh pihak keluarga namun tidak

berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, dan antara Pemohon

telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman

Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

مَوَدةًّ             بيَنْكَمُْ وَجَعَلَ إليَهَْا إ لإتسَْكنُوُا أزَْوَاجًا كمُْ أنَفُْسإ نْ مإ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتإهإ نْ وَمإ

ذَ                  وَرَحْمَةً فإي يتَفََكرُّون   ٰإإنّ لَياَتٍلإقَوْمٍ لإكَ       

Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan menyatakan:  Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  Pasal  3  kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan:

“Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan

Termohon,  Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon telah  tidak harmonis lagi,  antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  sehingga  tidak  mungkin  dapat

mewujudkan  tujuan  perkawinan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  serta

mempertahankan  rumah  tangga  dalam  kondisi  demikian  hanya  akan

menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Hakim

berpendapat  bahwa gugatan  Pemohon telah  memenuhi  ketentuan  pasal  39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)  Peraturan
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Pemerintah  No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

dan oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang

kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba’da dukhul, maka

berdasarkan  ketentuan  pasal  118  Kompilasi  Hukum Islam,  talak  yang  akan

dijatuhkan  oleh  Pemohon  tersebut  adalah  talak  raj’i,  karenanya  gugatan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan memohon untuk diberi izin

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon patut dikabulkan;

menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  cerai  tersebut,  Pemohon

bersedia  memberikan  kepada  Termohon  yaitu  berupa  Iddah  sejumlah

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut’ah Termohon berupa uang sejumlah

Rp. 2.000.000,-  (dua juta  rupiah)  dan diserahkan Pemohon sesaat  sebelum

Pemohon  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon  dihadapan  sidang

Mahkamah Syar’iyah Jantho;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  70  ayat  (3)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak

akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Jantho;

4. Menghukum  Pemohon  untuk  memberikan  kepada  Termohon  berupa

Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut’ah berupa

uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberikan sesaat sebelum

diucapkannya ikrar talak perkara ini;
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5. Membebankan  kepada   Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian   putusan  ini  dijatuhkan  dalam sidang  yang  dilangsungkan

pada hari Jum’at,  tanggal 19 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

07 Rajab 1445 Hijriah, oleh Wafa’, S.HI.,MH sebagai Hakim Tunggal, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh

Hakim  tersebut  dengan  dibantu  oleh  Khairul  Amna,  SH sebagai  Panitera

Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

 

Wafa’, S.HI, M.H

Panitera Pengganti 

Khairul Amna, SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp.       30.000,-

2. Biaya Proses Rp.      100.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.      600.000,-

4. Biaya PNBP PT                  Rp.        20.000,-

5. Biaya Materai Rp.        10.000,-

6. Redaksi                                                Rp.        10.000,-  

 J u m l a h Rp.      770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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